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Abstrak
Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, bahwa RTH publik perkotaan memiliki luas minimal 20% dari luas wilayah. Adapun yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar bahwa lahan yang dibutuhkan dalam mencapai RTH publik dari analisis oksigen, dan jumlah penduduk adalah seluas 1600,98 Ha. Yang direncanakan berupa hutan kota seluas 658,168 Ha, Penambahan RTH berupa hutan kota di perbanyak dan diprioritaskan di Kota Pematangsiantar mempertimbangkan biaya pembebasan lahan, serta biaya pembangunan dan pembuatan taman-taman yang relatif lebih mahal dibandingkan hutan kota. Hasil strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah dengan menggunakan dua skenario pengembangan, yakni skenario optimis dan skenario pesimis. Pada skema pesimis, target luas minimal RTH yang dicapai ialah 628,49 Ha berdasarkan hasil analsiis luas wilayah. Sementara pada skema optimis, target luas minimal RTH yang dicapai ialah 869,78 Ha berdasarkan hasil analisis kebutuhan oksigen. Pada skema optimis Pemerintah Kota Pematangsiantar memerlukan dana sekitar Rp. 12.744.537.500.000, sedangkan untuk skema pesimis Pemerintah Kota Pematangsiantar membutuhkan dana sekitar Rp. 8.068.688.000.000 
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pendahuluan
Salah satu konsekuensi perkembangan suatu wilayah adalah semakin meningkatnya kebutuhan akan ruang terbangun untuk menampung berbagai jenis kegiatan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk serta peralihan fungsi lahan memberikan dampak yang tinggi terhadap pemanfaatan ruang kota, terutama berkurangnya ruang-ruang terbuka (open spaces) yang berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai ruang terbuka publik. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka yang ada di perkotaan, mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat perkotaan akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk tempat interaksi sosial. Dalam hal ini, diperlukan visi pembangunan kota lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, antara lain telah mengamanatkan secara tegas bahwa 30% (tiga puluh persen) dari wilayah kota/kawasan perkotaan harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan komposisi dua puluh persen (20%) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat. Preskripsi RTH 30% (tiga puluh persen) tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan termuat didalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota/Kabupaten. RTH tersebut dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga lingkungan.
Agar dapat terciptanya suatu kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan implementasi dan kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota Pematangsiantar. Implementasi dan kebijakan ini mengidentifikasi rencana kebutuhan pengembangan RTH untuk pencapaian RTH Kota Pematangsiantar yang diharapkan nantinya dapat mendukung pencapaian perwujudan ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kenyamanan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan, interaksi sosial, budaya dan keagamaan (Mora, Setianingsih dan Bustami, 2020). Selain itu fungsi RTH sebagai upaya mempercantik kota juga dapat berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekologi serta dapat menambah ekonomi masyarakt sekitar, sekaligus mengikat fungsi sosial dan budaya (Rosawatingsih, 2019). Demi terwujudnya pencapaian Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Pematangsiantar berupa 20% (dua puluh persen) RTH Publik. Berdasarkan hasil sintesi tinjauan pustaka maka yang dimaksud Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pematangsiantar meliputi Hutan Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RT, Taman RW, Pemakaman, dan area konservasi. Sementara berdasarkan revisi RTRW Kota Pematangsiantar tahun 2012-2032, yang termasuk dalam RTH ialah hutan kota, taman kota, taman RT, taman RW, taman pemakaman umum (TPU), RTH sempadan sungai, RTH sempadan mata air, RTH jalur hijau, dan RTH sempadan jalur kereta api. Merujuk pada peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 dijelaskan tentang pembagian RTH yang berfunsi sebagai tempat rekreasi pasif dan rekreasi aktif.

Permen PU No 5 Tahun 2008 tentang RTH	Permen  Agraria No 1  Tahun 2018 Tentang  RTRW	Permen Agraria No 16 Tahun 2018 Tentang RDTRK	Hasil Sintesa Pustaka
Berdasarkan kepemililikan, yang termasuk RTH publik ialah Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, taman kecamatan , taman kota, sabuk hijau, pulau jalan, jalur pejalan kaki, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan pemakaman 	Ruang Terbuka Hujau Kota minimal 30 persen yang terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat. RTH publik meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, pemakaman	Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun yang termasuk bagian RTH ialah hutan kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, pemakaman dan konservasi. 	RTH publik meliputi hutan kota, taman kota, taman kecamtan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, pemakaman dan area konservasi
Sumber: Hasil Analisis, 2021

metode penelitian 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penulis akan mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terkait dengan kebijakan penyediaan RTH di Kota Pematangsiantar. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan induktif dimana kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang terjadi sebagai berikut:
1.	Identifikasi rencana pembangunan yang akan dilakukan yang telah masuk dokumen-dokumen perencanaan seperti RTRW, RPJMD, dan Rencana Induk (masterplan), terutama terkait dengan matriks program pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
2.	Analisis perkiraan kebutuhan RTH berdasarkan luasan wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan analisis prioritas lokasi pencapaian RTH Kota Pematangsiantar




Analisis Kebutuhan Luas RTH Berdasarkan Luas Wilayah
Secara administratif, Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan luas wilayah sebesar 79,971 km2 atau setara dengan 7.997,1 Ha. Kecamatan paling luas ialah Kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas 22,273 km2 sementara kecamatan dengan luas wilayah paling kecil ialah Kecamatan Siantar Selatan dengan luas wilayah 2,02 km2. Sesuai dengan Undang-undang No.26 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa kebutuhan RTH Publik masing-masing wilayah ialah 20% (dua puluh persen) dari total luas wilayah. Oleh karena itu, untuk melihat pemenuhan RTH Publik di Kota Pematangsiantar
Tabel 1. Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah Kota Pematangsiantar










Sumber: Hasil Analisis, 2021
Berdasarkan analisis luas wilayah, jika dibandingkan antara kondisi eksisting dan kebutuhan ideal Kota Pematangsiantar, maka Kota Pematangsiantar membutuhkan RTH seluas 1.295,834 Ha untuk mencapai kebutuhan ideal. Berdasarkan RTRW, maka target RTH pada 20 tahun mendatang atau tahun 2039 adalah 1600,98 Ha. Sementara untuk dokumen Rencana Aksi ini, untuk mengetahui target pemenuhan RTH Kota Pematangsiantar tahun 2024 dengan indikator luas wilayah ialah dengan cara membagi perencanaan menjadi 4 (empat) tahap dengan interval waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, masing-masing tahap membutuhkan penambahan RTH sebesar 323,958 Ha. Angka ini didapatkan dari hasil pembagian selisih kekurangan total RTH eksisting saat ini dibagi 4 tahap, oleh karena itu target RTH Kota Pematangsiantar pada tahun 2024, berdasarkan luas wilayah ialah 627,544 Ha. Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan luas RTH di Kota Pematangsiantar masih sangat jauh dari proporsi yang ditetapkan oleh undang-undang. Semua kecamatan di Kota Pematangsiantar belum memenuhi luas RTH yang dibutuhkan. Kecamatan yang membutuhkan penambahan RTH paling luas ialah Kecamatan Siantar Sitalasari.

Analisis Kebutuhan Luas RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk 
Pertumbuhan penduduk di Kota Pematangsiantar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi ialah Kecamatan Siantar Utara dengan jumlah penduduk sebesar 49.598 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 13.588 jiwa/km2. Sementara jumlah penduduk dan kepadatan penduduk paling kecil yakni Kecamatan Siantar Marimbun dengan jumlah penduduk 16.053 dan kepadatan penduduk sebesar 892 jiwa/km2
Tabel 2. Kebutuhan Luas RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk











Sumber: Hasil Analisis, 2021

Analisis Kebutuhan RTH Kota Pematangsiantar Berdasarkan Kebutuhan Oksigen  
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar tahun 2020, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar pada tahun 2018 ialah 253.500 jiwa. Sementara proyeksi penduduk dengan menggunakan metode exponential growth, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar tahun 2025 ialah 402.273 jiwa. Dalam menghitung kebutuhan oksigen, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008, diasumsikan kebutuhan oksigen yang dibutuhkan manusia setiap Harinya ialah senilai 0,864 kg/hari. Maka dapat dihitung kebutuhan oksigen penduduk di Kota Pematangsiantar pada tahun 2020 dan 2025.
Setelah mendapatkan jumlah kebutuhan oksigen dari masing-masing manusia dan kendaraan, maka kebutuhan luas RTH Kota Pematangsiantar berdasarkan kebutuhan oksigen untuk tahun 2019 ialah 728,69 Ha sedangkan untuk proyeksi kebutuhan RTH pada tahun 2024 ialah seluas 869,78 Ha.  Adapun kecamatan yang membutuhkan RTH paling luas pada tahun 2019 ialah Kecamatan Siantar Utara seluas 153,60 Ha, Hal ini disebabkan karena jumlah proyeksi penduduk dan jumlah kendaraan paling banyak terdapat di Kecamatan Siantar Utara. Begitu juga dengan tahun 2024, Kecamatan Siantar Utara juga membutuhkan luas RTH yang paling luas yaitu 193,68 Ha. Berdasarkan kebutuhan oksigen ini, maka Kecamatan Siantar Utara memiliki urgensi penambahan RTH daripada kecamatan lainnya di Kota Pematangsiantar.
Tabel 3. Kebutuhan RTH Kota Pematangsiantar Berdasarkan kebutuhan Oksigen 2020-2025
Kecamatan 	2020	2025










Sumber: Hasil Analisis, 2021

Analisis Prioritas Lokasi Pencapaian Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Pematangsiantar
Penentuan rencana lokasi prioritas Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan analisis skoring.  Analisis skoring sederhana untuk menentukan kecamatan prioritas penambahan RTH di Kota Pematangsiantar. Adapun indikator yang digunakan dalam skoring ini adalah rencana RTRW, rencana RDTR, tren perubahan lahan, analisa kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah, analisa kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk, analisa kebutuhan RTH berdasarkan  oksigen. Kecamatan dengan skor tertinggi atau berada pada interval prioritas menjadi kecamatan yang mendapatkan penambahan RTH terlebih dahulu. 
Tabel 4. Skoring Analisis Prioritas Lokasi RTH Kota Pematangsiantar
Kecamatan	Uraian RTH	RTRW	Rata-Rata RTRW	RDTR	Rata-Rata RDTR	Tren Perubahan lahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Oksigen	Total Skor	Rata-rata Skor
























































Sumber: Hasil Analisis, 2021
Skenario optimis dan pesimis
Pembangunan yang diprioritaskan yaitu pembangunan yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan dan perkembangan ruang hijau kota sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kawasan sekitarnya.  Sektor yang dapat menjadi salah satu prioritas utama pembangunan antara lain pengadaan Hutan Kota, pengadaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan taman kota, kecamatan, kelurahan dan lingkungan. Untuk mendukung tercapainya RTH di Kota Pematangsiantar maka diperlukan Rencana Aksi Pencapaian RTH Publik Kota Pematangsiantar yang diimplikasikan dalam waktu pelaksanaan 5 tahun (2020-2025). 
Ada dua opsi untuk penambahan RTH publik di Kota Pematangsiantar, yakni skema optimis dan skema pesimis. Adanya dua skema ini diberikan berdasarkan kebutuhan luas RTH Tahun 2025 yang berbeda-beda. Pada skema pesimis, target luas minimal RTH yang dicapai adalah 628,49 Ha berdasarkan hasis analisis, sementara pada skema optimis, target luas minimal RTH yang dicapai ialah 869,78 Ha berdasarkan hasil analisis kebutuhan oksigen 
Tabel 5. Target Pencapaian RTH Publik Tahun 2025 Skema Optimis
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Tabel 6. Target Pencapaian RTH Publik Tahun 2025 Skema Optimis





Sumber: Hasil Analisis, 2021

Pada kedua skema diatas, target pencapaian RTH publik dipenuhi dengan merencanakan RTH pada hutan kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman kota, taman RT, taman RW, dan TPU. Rencana hutan kota pada skema optimis ialah seluas 592,774 Ha dan skema pesimis seluas 390,902 Ha. Rencana taman kota pada skema optimis ialah 214,305 Ha dan skema pesimis 213,979 Ha. Rencana taman kelurahan pada skema optimis seluas 22,835 Ha dan skema pesimis 21,782 Ha. Sementara rencana taman RW pada dua skema adalah sama yakni seluas 14,977 Ha. Rencana taman RT pada skema optimis seluas 3,007 Ha dan skema pesimis seluas 2,983 Ha. Rencana TPU pada skema optimis yaitu 70,849 Ha dan skema pesimis seluas 24,341 Ha.
Pada kedua skema ini, rencana RTH publik paling luas ditetapkan sebagai hutan kota, hal ini mepertimbangkan lokasi ketiga kecamatan ini yang berada pada pinggir kota. Selain itu perihal biaya perawatan dan pembebasan lahan untuk pembuatan hutan kota yang dianggap relatif lebih murah

Berdasarkan usulan kedua skema diatas, maka perlu analisis scenario planning untuk menjadi pertimbangan dari pihak OPD untuk mengambil keputusan dan kebijakan dalam pemenuhan RTH. Sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan, berikut akan dipaparkan beberapa indikator yang perlu dipersiapkan diantaranya kebijakan, kesiapan OPD, keuangan daerah dan aset lahan. Adapun beberapa kondisi atau fakta Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam pemenuhan indikator tersebut, adalah sebagai berikut:
	Pemerintah Kota Pematangsiantar hanya memiliki dua lahan kosong/aset lahan yang bisa dikembangkan yakni Jl. Sibatu-batu blok II Kecamatan Siantar Martoba dan tanah kosong Jl. Melanthon Siregar No 210 A seluas 772 m2
	Untuk memenuhi kebutuhan lahan RTH, butuh pembelian lahan dengan jumlah cukup banyak dengan status lahan kosong yang ada di Kota Pematangsiantar didominasi oleh tanah milik masyarakat dan swasta. 
	Kondisi Eksisting RTH saat ini masih 3,7% dari kebutuhan 20%. Sementara, tahun 2020 RTRW Pematangsiantar sudah berjalan 8 tahun, sehingga butuh pencapaian target yang maksimal untuk memenuhi target 20% RTH pada 2033. 
 Adapun beberapa pertimbangan dana yang harus dipersiapkan Kota Pematangsiantar dalam memutuskan pemilihan skema dapat dihitung dengan memperikrakan biaya yang perlu dipersiapakan oleh pemerintah dalam hal pembebasan lahan dan pembangunan taman kota. Pada tabel dibawah ini akan dijabarkan total biaya yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kedua skema tersebut. Dalam hal ini diasumsikan biaya pembebasan lahan Rp 1.500.000/m2 dan biaya pembangunan taman Rp 550.000/m2, sehingga biaya yang perlu dipersiapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 7.  Prakiraan Biaya Pengadaan RTH Skema Pesimis dan Optimis 
Skema	Luas Pembebasan lahan (Ha)	Luas Taman Kota (Ha)	Prakiraan biaya pembebasan lahan	Prakiraan pembangunan taman kota	Total
Optimis 	744,144	287,705	11.162.160.000.000	1.582.377.500.000	12.744.537.500.000
Pesimis	439,024	269,696	6.585.360.000.000	1.483.328.000.000	8.068.688.000.000
Sumber: Hasil Analisis, 2021

KESIMPULAN 
Dalam suatu perencanaan pembangunan komitmen dan konsistensi terhadap tujuan yang akan dicapai adalah hal mutlak. Untuk mampu mencapai RTH Publik 50 % atau 800 Ha dalam 5 tahun, baik pemerintah, swasta dan masyarakat harus bersama-sama memiliki inisiatif untuk menyediakan dan memelihara RTH dengan baik. Peran pemerintah sebagai motor pembangunan ialah memimpin dan mengadakan pembangunan taman dan hutan kota sesauai dengan indikasi program dengan baik dan terorganisir dengan tepat waktu. Sementara komitmen pihak swasta dapat diwujudkan dengan mematuhi peraturan yang mengamanatkan untuk menyediakan RTH sebesar 20% dari luas wilayah perumahan atau kawasan yang dibangun oleh pihak swasta. Hal ini perlu juga diawasi dengan baik oleh pemerintah dalam hal pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi pihak swasta yang berencana membangun kawasan atau real estate. Selain pembangunan RTH, pihak swasta juga dapat menunjukkan konsistensi dengan memberikan bantuan finansial dan fasilitas penunjang taman kepada pemerintah untuk digunakan oleh publik.  
Sebagai subjek pembangunan dan pengguna RTH Taman Kota partisipasi masyarakat sangat penting. Oleh karena itu sebelum melibatkan masyarakat dalam pembangunan RTH, sebaiknya pemerintah memberikan pemahaman terhadap pentingnya RTH dan dampak dari pembangunan RTH. Setelah pemahaman, masyarakat diajak untuk mengawasi taman yang dibangun oleh pemerintah, membentuk beberapa kelompok masyarakat untuk penyalur aspirasi terkait masalah dan dukungan terhadap rencana aksi RTH yang sedang berjalan. Pembinaan lingkungan bagi masyarakat bertujuan untuk menyediakan lingkungan hidup yang baik dan bermutu, sehat, aman dan membuat seluruh warga nyaman. Akhirnya warga juga yang menjadi penilai apakah RTH yang dibangun telah memenuhi kepentingan mereka saat ini dan menjamin peluang lebih besar untuk dinikmati warga di masa mendatang. 
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